
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 18 TAHUN 2026 

TENT ANG 

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk memberikan kemudahan berbagipakai, 
penyebarluasan, dan ketersediaan informasi 
geospasial, Pemerintah Daerah perlu membangun 
infrastruktur informasi geospasial; 

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan 
tugas sebagai Simpul Jaringan Informasi Geospasial, 
Pemerintah Daerah perlu membentuk kebijakan 
sebagai bentuk komitmen pembangunan infrastruktur 
inf ormasi geospasial; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi 
Geospasial di Simpul J aringan Informasi Geospasial, 
Pemerintah Daerah sebagai Simpul Jaringan harus 
membangun infrastruktur informasi geospasial yang 
salah satunya merupakan pembentukan kebijakan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan W alikota ten tang 
Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Daerah; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang­ 
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 



Menetapkan 

-2- 

Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;  

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3243); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6657); 

7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); 

8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 
2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi 
Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 171 )  

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN 
INFORMASI GEOSPASIAL DI DAERAH. 




















